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BAB 1.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era modemn kerap sekali kita menemukan adanya hubungan lintas batas
negara. Hubungan lintas batas ini dipengaruhi oleh berbagai faktor kerjasama antar
negara-negara di dunia. Sebelumnya, hubungan lintas batas muncul akibat adanya
faktor negara dan adanya sebuah pembagian kekuasaan wilayah-wilayah yang di
dunia berdasarkan kepada seuatu kelompok bangsa, suku dan bahasa yang
mendiami suatu wilayah tertentu dan mendirikan sebuah negara sebagai sebuah
institusi yang terintegrasi dan diakui bersama. Di dalam perkembangannya batas-
batas negara kemudian diakui secara bersama-sama baik secara nasional maupun
international (global). Di dalam sebuah retorika perbatasan, kita diajarkan banyak
hal tentang sebuah perbedaan antar bangsa yang mencakup ekonomi, kultur, hingga
faktor historis yang berbeda antara satu sama yang lain (Lechuga, M., & De La
Garza, A. T., 2021). Maka demikian, kita memahami tentang bagaimana sistem
dari perbatasan itu terbentuk.

Hubungan Internasional terjalin sebagai sebuah aktivitas lintas batas yang telah
terjalin sejak sistem negara atau institusi kedaulatan diciptakan dan diakui sebagai
simbol sebuah bangsa. Umumnya hubungan manusia baik perdagangan dan
pengolahan lahan telah terjalin sejak lama tanpa mengenal adanya batas negara
hingga sistem perbatasan mulai diakui. Namun, secara antropologi hubungan
manusia tetap terjalin secara lintas batas yang terbukti dengan adanya fenomena
diaspora di seluruh belahan dunia dengan pengalaman hingga kultur yang berbeda
(Wilson, T.M., & Donnan, 2012)

Berangkat dari pembahasan terkait jejak historis adanya perbatasan, kita akan
mengenal lebih dalam tentang batas-batas negara. Indonesia di dalam amanat
konstitusi misalnya, Pasal 25 A UUD 1945 tentang batas-batas negara menyatakan
“ Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang
berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan
dengan Undang-Undang”.. Kemudian diikuti dengan pasal terkait batas-batas
negara yang lebih rinci Pasal 1 ayat 1 dan 2 UU 43/2008, menyatakan :

I.  Perbatasan darat: Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste
II.  Perbatasan laut: Malaysia Papua Nugini, Singapura, Timor
Leste
II.  mengikuti batas kedaulatan negara baik di darat dan di laut,
kemudian, batasnya hingga angkasa luar ditetapkan berdasarkan
perkembangan  dari  penetapan  hukum  internasional
(International Law)



pada perkembangannya juga, di dalam studi terkait perbatasan, perlu tentunya
untuk mengamankan apa yang disebut sebagai zona wilayah kedaulatan dari pada
Republik Indonesia. Semakin masif nya tingkat aktivitas lintas batas yang terjadi di
berbagai dunia, telah membawa kita kepada sebuah kebutuhan akan keamanan yang
memadai. Seiring dengan meningkat nya hubungan lintas-batas oleh masyarakat
global dan akses yang mudah di era modern ini, telah memicu juga munculnya
kejahatan lintas batas. Adanya kapasitas jaringan international memudahkan
adanya skema jaringan illegal yang terhubung antara di dalam negeri dan luar negeri
yang masif sejak abad ke 20 (Cain. M, 2001)

Ancaman terkait kejahatan yang terus bertumbuh semakin bervariasi, kejahatan
yang tidak hanya terjadi di level regional/nasional, melainkan hingga level
internasional (International Crimes), mengambil contoh dari kepolisian Selandia
Baru yang menciptakan prosedur ilmiah sebagai langkah preventif kejahatan
Internasional (Laycock, G., 2009). Di Indonesia sendiri, telah ada upaya penguatan
institusi dan personel Imigrasi dalam menghadapi potensi kejahatan internasional.
Misalnya di dalam prosedur operasional, petugas Imigrasi yang ditempatkan di
berbagai lokasi Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) akan dilengkapi dengan senjata
Api. Kebijakan tersebut tertuang pada revisi UU nomor 6 tahun 2011 tentang
keimigrasian yang berbunyi” Dalam melaksanakan Fungsi Keimigrasian di bidang
penegakan hukum dan keamanan negara, Pejabat Imigrasi tertentu dapat
dilengkapi dengan senjata api yang jenis dan syarat-syarat penggunaannya diatur
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Rencana terkait
prosedur penggunaan senjata api tersebut akan dilaksanakan paling lambat tahun
anggaran baru 2025.

Menurut pemaparan Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM
(KEMEKUMHAM), Silmy Karim mengatakan bahwa pengadaan Senjata api bagi
petugas Imigrasi merupakan salah satu skema yang tepat. Hal tersebut diungkapkan
setelah melihat beban kinerja yang begitu berat pada petugas Imigrasi yang harus
melakukan penindakan keimigrasian hingga pengawasan terhadap warga asing. Di
beberapa kasus juga seorang petugas Imigrasi gugur setelah ditikam oleh seorang
warga negara Asing (WNA) yang berusaha kabur dari ruang detensi Jakarta Utara
pada bulan april 2023 (Sari H & Thsanuddin, 2024) Meskipun demikian, Nantinya
Senjata Api ini hanya diberikan kepada personel yang bertugas melaksanakan
penegakan Hukum. Artinya tidak semua petugas akan dilengkapi dengan senjata
api (Mulya. F, 2024).

Menurut Mercy, J. A., Butchart, A., Rosenberg, M. L., et all ( 2008), langkah atau
usaha preventif dalam menghadapi potensi kekerasan adalah dengan mengulik
strategi sarana menemukan prosedur yang tepat, identifikasi yang baik, dan
tanggung jawab dalam menengahi masalah konfliktual. lebih dari pada itu, disana
harus terdapat adanya mekanisme yang terus be revaluasi sesuai dengan keadaan di
lapangan. Tentu evaluasi ini dihasilkan dari hasil kolektif dari data-data dan



kerjasama antar lembaga. Masalah Lintas Perbatasan dan keimigrasian terdiri dari
Ruang Scene and Obscene. Masalah terkait legalitas biasanya sering ditemui di
wilayah Scene (tampak) namun, Masalah Obscene (tidak tampak) menjadi kendala
tersembunyi yang telah ada berkali-kali, misalnya jumlah imigran gelap, hingga
pekerja asing ilegal yang banyak tersembunyi di dalam negeri (De Genova, N. ,
2012). Data-data yang dibutuhkan terkait Obscene dan Scene juga didapatkan
dengan prosedur yang berbeda. Misalnya scene melalui prosedur yang ada Tempat
Pemeriksaan Imigrasi (TPI) & Obscene melalui pelibatan jaringan Intelijen antara
lembaga negara.

Kementerian Hukum & HAM (KEMENKUMHAM) merupakan sebuah institusi
yang diantaranya juga bergerak pada bidang keimigrasian. Kementerian ini menjadi
penjaga gerbang dari para republik Indonesia. Membenahi masalah-masalah
seputar warga negara asing yang berkunjung di Indonesia dengan beragam tujuan.
KEMENKUMHAM juga bertindak sebagai pengawas dari pada berbagai aktivitas
legal maupun ilegal para pelancong asing di Indonesia. Sehingga mereka yang
kemudian menengahi proses deportasi hingga pengurusan izin. Para personel
KEMENKUMHAM inilah yang kemudian sering berhadapan dengan berbagai
masalah lapangan yang sangat kompleks. Mulai dari menemui sifat tidak
kooperatif, adanya kegiatan ilegal yang melibatkan warga lokal, hingga disiplin dari
aparat itu sendiri. Meskipun demikian, Republik Indonesia tetap berupaya
meratifikasi berbagai aturan-aturan yang mampu menjadi pondasi dari skema
operasional aparat KEMENKUMHAM agar lebih efektif.

Tujuan Praktik Magang
1.2 Tujuan Umum

Pada dasarnya Praktik Magang yang di lingkungan instansi pemerintahan telah di
bawahi oleh peraturan pemerintah melalui permenaker No. 10 tahun 2020, pasal 1
ayat 10 tentang penyelenggara Magang, “ Dinas Daerah Provinsi adalah instansi
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah provinsi di bidang
ketenagakerjaan”. Instansi ini membuka kesempatan magang di Departemen Hak
Asasi Manusia (HAM) & Keimigrasian.

Tujuan umum permagangan adalah agar mahasiswa atau peserta magang bisa
mengamati dan memahami bagaimana proses penyelenggaraan urusan-urusan
terkait Hak Asasi Manusia (HAM) dan Prosedur keimigrasian di Indonesia.
KEMENKUMHAM juga bertindak sebagai institusi hukum yang mengurus
legalitas terkait hak milik, Properti hingga ketentuan penguatan hukum pada hak
kekayaan Intelektual. Magang ini juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa
untuk memahami dengan baik daripada kinerja aparat sipil dalam menjalankan
tugas dan peran institusi KEMENKUMHAM yang berdasar kepada aturan
perundang-undangan pemerintah Republik Indonesia.
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1.3 Tujuan Khusus

Penulis mengikuti proses magang di Devisi Keimigrasian Kantor Kementerian
Hukum & HAM wilayah Jawa timur. Program magang ini kami anggap liner
dengan studi Hubungan Internasional yang sedang di tempuh. Bidang keimigrasian
kantor wilayah Jawa Timur ini merupakan bidang yang membawahi beberapa
Kantor Imigrasi yang tersebar di seluruh Jawa Timur, Indonesia.

Penulis kemudian mempelajari bagaimana proses daripada skema keimigrasian.
Tujuan khusus prosedur keimigrasian mencakup proses pemindahan warganegara
bagi warganegara asing, pengecekan visa dan kelengkapan dokumen paspor, hingga
pengurusan layanan hukum bagi warganegara asing yang bekerja dan menjalankan
bisnis di Indonesia. Selain itu, Keimigrasian juga dilengkapi kekuatan (legal
standing) hukum dalam menindak berbagai pelanggaran terkait keimigrasian.
Misalnya adanya sarana deportasi bagi warganegara yang berstatus ilegal atau
menjalankan bisnis ilegal di Indonesia, Perampasan aset ilegal, hingga penggunaan
ruangan detensi bagi pelancong asing dengan dokumen passport dan status yang
bermasalah. Lebih dari itu pula, Penulis juga bertujuan khusus selain memasuki
dan mengenali Institusi dan divisi terkait, penulis juga berupaya meneliti prosedur
dari pada rencana penggunaan senjata Api bagi personel Imigrasi di Indonesia yang
akan bertugas di berbagai Tempat Pemeriksaan Imigrasi di berbagai bandara dan
pelabuhan yang tersebar di seluruh Jawa timur. Penggunaan Senjata api ini
merupakan bagian daripada upaya penguatan personel lapangan guna menghadapi
warga negara asing yang bersifat tidak kooperatif dan mengancam keamanan
petugas..

1.4 Manfaat Praktik Magang

Diantara manfaat daripada kegiatan magang ini adalah penulis dapat melakukan
observasi langsung dari kinerja KEMENKUMHAM. Kemudian penulis dapat
memahami bagaimana prosedur dari institusi dalam bekerja di bidang pelayanan
urusan keimigrasian. Akses informasi secara mudah kemudian didapatkan terkait
masalah-masalah seputar keimigrasian di wilayah Jawa timur Indonesia. Kemudian
program magang ini menunjukan bagaimana konektivitas antara lembaga Imigrasi
dan prosedur-prosedur dari keimigrasian masih merupakan salah satu bagian
daripada studi Hubungan Internasional. Keimigrasian ini masuk ke dalam
pembahasan masyarakat global dan globalisasi. Imigrasi kemudian sering
berhadapan dengan fenomena-fenomena dari masyarakat global yang lebih
kompleks seperti diaspora, Imigran Ilegal, Hingga penyeludupan serta bisnis ilegal
hingga tindakan kriminal.

Diantara manfaat premier adalah penulis mendapatkan akses yang begitu luas
dalam mengambil data guna diolah dalam penelitian. Kantor wilayah
KEMENKUMHAM Surabaya merupakan pusat (centre) yang membawahi
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daripada seluruh pos KEMENKUMHAM di seluruh jawa timur dan kerap kali
melakukan perjalanan dinas. Data-data objektivitas lapangan dari berbagai Tempat
Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di Jawa Timur akan dilaporkan langsung ke pusat
Kanwil Jawa Timur sebelum diteruskan ke pusat nasional.

BAB II. LANDASAN TEORI

2.1 Securitization Theory

Securitization Theory ditemukan oleh Copenhagen School yang mana hasil
penelitian Barry Buzan, Ole Weever, Jaap de Wilde. Theory ini ditemukan pada
1990 an . Bersamaan dengan kinerja dari organisasi Conflict and Peace Research
Institute (COPRI) di Copenhagen, Denmark. Penggunaan dari theory ini mencakup
landscape keimigrasian hingga ancaman serangan cyber. Meskipun demikian,
peringkat teratas dari seluruh jenis ancaman keamanan itu, ancaman terorisme
mendapatkan perhatian nomor satu (Stritzel, H. ,2014).

Berdasarkan Thierry Balzacq (2010), Securitization Theory bersumber dari
berbagai pengamatan dan investigasi ilmiah terkait fenomena-fenomena yang
dinilai berpotensi merugikan dan mengancam keamanan. Asumsi utama dari
konstruksi ilmiah dari Securitization Theory ini adalah mencakup

a) The Centrality of Audience. Artinya adalah bahwa audiensi atau publik
pada umumnya memiliki asumsi yang sama terhadap sebuah fenomena dari
ancaman keamanan. Penguatan persepsi publik terkait kesadaran akan
ancaman keamanan inilah yang akan memberikan jalan bagi aktor seperti
pemerintah untuk bertindak sesuai dengan prosedur dan hasil observasi.

b) The co-dependency of agency and context. Artinya penekanan peran
legislasi dalam upaya membangun landasan hukum bagi lembaga terkait
menyelenggarakan investigasi dan menghadapi ancaman keamanan.

¢) The dispositive and the structuring force of practices. Artinya bahwa
setiap lembaga eksekutor yang bertindak melakukan investigasi dan
keamanan perlu diperkuat, baik dari segi sarana yang bersifat institusional
maupun personel.

Affect dari instrumen keamanan selalu diinisiasi oleh langkah-langkah politik dari
aktor politik dan membutuhkan mobilisasi politik (Peters, 2002). Jadi sebagian dari
elemen dasar dari securitization theory adalah peran-peran aktor politik di dalam
nya dianggap lebih dominan. Perlu pendekatan-pendekatan politis sehingga
efesiensi dan efektifitas dari institusi nya meningkat. Namun, pendekatan seperti
itu lebih dominan di negara-negara berasaskan demokrasi.
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Di dalam securitization Theory, Tindakan preventif sangat diperlukan dalam
menghadapi ancaman ke depannya. Langkah preventif lebih diutamakan karena
mampu minimalisir resiko yang akan muncul bila telah terjadi tindakan
pelanggaran hukum. Sifat responsif terhadap potensi ancaman telah membawa pada
tindakan yang lebih efektif di dalam sebuah pendekatan securitization. Langkah
preventif merupakan langkah lebih efektif untuk meminimalisir tindak kejahatan.

BAB III. GAMBARAN UMUM INSTANSI

3.1.Sejarah Umum

Instansi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM)
merupakan sebuah lembaga negara yang bergerak dibidang pelayanan hukum.
Sebagaimana yang ditetapkan di dalam pasal 4 nomor 28 tahun 2023 tentang
organisasi dan tata kerja kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang
menyatakan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia
untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara.

Di dalam sejarah awal terbentuknya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
dibentuk pada 19 agustus 1945 atau tepatnya dua hari setelah deklarasi
kemerdekaan dengan nama departemen kehakiman. Departemen kehakiman ini
kemudian dijabat oleh Soepomo. Di zaman pemerintahan Belanda disebut
Departemen Van Justitie dengan landasan peraturan Herdeland Yudi Staatblad No.
576. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) juga
berdasarkan landasan Konstitusi UUD 1945 mempunyai tugas mencakup,
Pengadilan, Penjara, Kejaksaan dan sebagainya.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kemudian memiliki kantor di setiap
wilayah provinsi dan bertanggung jawab langsung kepada KEMENKUMHAN RI.
Setiap kanwil terdiri dari beberapa divisi yang membawahi, yang diantaranya
adalah Unit Pelaksanaan Teknis (UPT), Kantor urusan Imigrasi, Lembaga
pemasyarakatan (Lapas), Lapas terbuka, Lapas Narkotika, Rumah Tahanan Negara
(Rutan), cabang rutan, Rumah Penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan), Balai
Harta Peninggalan (BPH), Balai Pemasyarakatan (Bapas), hingga rumah detensi
Imigrasi (RUDENIM) (KEMENKUMHAM RI, 2017) .

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah terjadi beberapa kali perubahan
nama. Diantaranya adalah
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L Departemen Kehakiman (1945-1999)

II. Departemen Hukum dan Perundang-Undangan (1999-2001)

I11. Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (2001-2004)

IV.  Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (2004-2009-Sekarang)

Pergantian nama dari departemen Hukum dan HAM mengikuti peran tugas dan
fungsinya yang kian berganti.

3.2. Struktur (KEMKUMHAM).

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai 17 kerangka.
Berdasarkan kepada ketetapan Undang-Undang Republik Indonesia tentang
organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan HAM pada pasal 6 Nomor 28
tahun 2023, menyatakan bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
terdiri dari:

i. Sekretariat Jenderal
ii. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
iii. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
iv. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
V. Direktorat Jenderal Imigrasi
Vi. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
vil. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia
viii. Inspektorat Jenderal
ix. Badan Pembinaan Hukum Nasional
X. Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia
xi. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak
Asasi Manusia
xii. Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan
xiii. Staf Ahli bidang Politik dan keamanan
Xiv. Staf ahli bidang Ekonomi
XV. Staf Ahli bidang Sosial
XVi. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga
Xvil. Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi dan Pusat data

dan Teknologi Informasi

Kementerian KEMENKUMHAM kemudian terdiri dari 33 Kanwil yang terdapat
di provinsi-provinsi di Indonesia. Untuk kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia di wilayah Republik Indonesia sendiri dikepalai oleh Bapak Supratman
Andi Atgas. Sementara untuk Kantor wilayah Jawa timur tempat penulis sedang
menjalani penelitian, dikepalai oleh bapak Dr, Heni Yuwono, Bc.IP., S.Sos., M.Si.
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Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor wilayah Jawa Timur terdiri
dari 4 Devisi yang diantaranya.

i.  Divisi Administrasi ( Kepala: SAEFUR ROCHIM, S.H., M.H. .)
ii.  Divisi Pemasyarakatan (HERI AZHARI, Bc. IP., S.Sos)
iii.  Divisi Keimigrasian ( kepala : HERDAUS, S.H., M.H.)
iv.  Divisi Pelayanan Hukum (Kepala : DR DULYONO, S.H, M.H)

Berikut ini struktur organisasi daripada KEMENKUMHAM Wilayah Jawa timur,

Indonesia.

]
Divisi Administrasi

Bagian Program dan Bagian Umum
LITE

Subbagian Kej

Subbagian Program dan Pelaporan

Subbagian Hubunga a Subbagian Pengelolaan Keuangan
Reformas| Birok dan Barang Milik Neg
Informasi

Divisi Imigrasi

Bidang Bidang Pelayanan
Pembinaan, Tahanan, Kesehatan, Bidang Bidang
Bimbingan, Ti Rehabllitasi, Pengelola Perizinan dan Intelijen dan
Benda Sitaan, Barang Infromasi Penindakan
Rampasan Negara, Keimigrasian Keimigrasian

Bidang Pelayanan Bidang Huksm

Hukum

Subbidang Fasilitasi

Subbidang Pelayanan Pembents

Administrasi Hukum
Umum

Subbidang Pembinaan,
Teknologl Informasi, dan
Kerja Sama

Keamanan Produk Hukum Dagrah

Subbidang Perizinan
Keimigrasian Subbidang Intelljen

Kelmigrasian

Subbidang Bimbingan dan
Pengentasan Anak Subbidang Informas Subbidang
Keimigrasian

Penindakan Informasi Hukum

Keimigrasian

Figure 1. WEBSITE KEMENKUMHAM JAWA TIMUR

KEMENKUMHAM Jawa timur kemudian memiliki beberapa kantor yang meliputi
sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT), termasuk Kantor Imigrasi (Kanim),
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Lapas Terbuka, Lapas Narkotika, Rumah
Tahanan Negara (Rutan), Cabang Rutan (Cabrut), Rumah Penyimpanan Benda
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Sitaan Negara (Rupbasan), Balai Pemasyarakatan (Bapas), Balai Harta Peninggalan
(BHP), serta Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim). Kantor wilayah Kementerian
Hukum dan HAM wilayah Jawa Timur kemudian memiliki satuan kerja yang
mencakup 29 kabupaten dan 9 kota yang tersebar di seluruh Jawa Timur.

3.3. KEMENKUMHAM Divisi Imigrasi

Divisi imigrasi KEMENKUMHAM berdasarkan Undang-Undang Pemerintah
Republik Indonesia nomor 28 tahun 2023, di sana diatur bahwa
KEMENKUMHAM sendiri terbagi menjadi dua, bagian ke 6 pasal 232 dan
seterusnya mengatur tentang Imigrasi bidang Inteligen, kemudian bagian ke 3 yang
mengatur tentang masalah izin tinggal, lalu lintas imigrasi, dan izin masuk hingga
naturalisasi kewarganegaraan bagi orang asing.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia. (Tri Fungsi Imigrasi)

Adapun tugas-Tugas dari bagian Imigrasi Meliputi dari:

= Pengaturan tentang berbagai hal mengenai lalu lintas orang keluar, masuk
dan tinggal dari dan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia

= Pengaturan tentang berbagai hal mengenai pengawasan orang asing di
wilayah Republik Indonesia

= Pemeriksaan dokumen perjalanan, baik negara yang ditinggalkan, negara
yang dikunjungi, maupun negara yang dilalui.

Pasal 611

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 610-611,
Direktorat Intelijen Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

= penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang Intelijen Keimigrasian

= penyiapan penyusunan standardisasi di bidang Intelijen Keimigrasian

= pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Intelijen
Keimigrasian

= pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Intelijen Keimigrasian

= pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Intelijen Keimigrasian

= pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga, serta evaluasi dan
penyusunan laporan Direktorat Intelijen Keimigrasian

demikian struktur dari divisi Imigrasi KEMENKUMHAM UPN Jawa Timur. Di
dalam menjalankan teknis dan tugasnya sehari-sehari, setiap divisi juga memiliki
staff-staff ahli dan kantor. penulis kemudian dimasukan ke dalam anggota divisi
Imigrasi yang dipimpin oleh bapak Herdaus, S.H., M.H. divisi imigrasi di kanwil
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ini kemudian bekerja sebagai pengawas dan pengurusan terkait naturalisasi
kewarganegaraan bagi warga negara asing. Sebelumnya, berbagai beban dan
tanggung jawab telah dilimpahkan di setiap kantor perwakilan urusan-urusan.

Di dalam menjalankan tugasnya, divisi imigrasi juga memiliki personel guna
melaksanakan penegakan hukum. Selain dari pada kemampuan intelijen dalam
upaya melacak dan memonitor keberadaan hingga mobilitas orang asing yang
dianggap ilegal di dalam negeri, intelijen juga bekerjasama dengan tim lapangan
guna melaksanakan penegakan hukum. Tim Intelijen dan personel imigrasi
biasanya turut serta dalam mengamankan beberapa warga negara asing yang diduga
terlibat di dalam sebuah kegiatan ilegal atau tidak sesuai dengan Undang-Undang
republik Indonesia. Jadi kegiatan lapangan penegakan keamanan mencakup,
penangkapan, penanganan rumah detensi imigran bermasalah, deteksi
penyeludupan lintas batas, pengamanan pelancong asing yang berkegiatan hingga
tinggal secara ilegal berdasarkan hukum. Barulah pihak personel penegakan hukum
menyelesaikan permasalahan tersebut di bidang perizinan atau menunggu
keputusan melakukan deportasi atau pemulangan warga asing.

Di dalam perjalanannya, petugas atau personel lapangan imigrasi juga didampingi
oleh kepolisian republik Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan fungsi kepolisian
republik Indonesia yang merupakan lembaga yang berperan dalam penyelenggara
keamanan dalam negeri. Namun, dalam beberapa kasus personel imigrasi hanya
bersama-sama dengan kepolisian dalam menghadapi masalah yang bersangkutan
dengan tindak kriminal atau terduga pelaku kriminal, pelaku tindak kriminal,
penyeludupan narkoba jaringan internasional, hingga terduga terorisme level
global.

Divisi Imigrasi Kementerian hukum dan HAM sangat berperan penting dalam
menjaga gerbang utama memasuki wilayah kedaulatan Republik Indonesia.
Sehingga peningkatan kinerja dan ketahanan lembaga ini, secara alamiah akan
memperkuat keamanan dalam negeri dan keamanan dalam negeri tidak akan
tercapai tanpa kuatnya lembaga imigrasi. Oleh karena itu, lembaga imigrasi sebagai
pioner harus diperhatikan di dalam tugas beratnya guna menjaga bangsa Indonesia.
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BAB IV. PEMBAHASAN

4.1.Hasil Praktik Magang

Program magang di kementerian Hukum dan HAM dilaksanakan pada tanggal
7 Oktober - 8 November 2024. Program ini mengantongi izin dari bagian
kemahasiswaan Universitas UPN “Veteran” Jawa Timur dan dinas Kementerian
Hukum dan HAM kantor wilayah Jawa Timur Indonesia. Magang dilaksanakan
di bagian divisi Keimigrasian. Divisi keimigrasian terdiri dari dua sub yang
diantaranya adalah bidang inteligensi dan perizinan.

Pada praktik Magang ini, penulis dapat pengetahuan terkait keimigrasian.
Terutama di dalam penegakan hukum seputar orang asing. Beberapa contoh
kasus adalah bagaimana bidang intelijen keimigrasian bekerja dalam menjaring
berbagai pelancong asing yang melakukan aktivitas ilegal di Indonesia.
Wewenang Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Surabaya sudah
banyak dibagikan kepada beberapa cabang dan perwakilan di berbagai daerah di
Jawa Timur. Di dalam kota sendiri misalnya, layanan Imigrasi telah memiliki
pos tersendiri di Mal Plaza Tunjungan Surabaya. Pembagian tugas dan
wewenang ke sub-sub bidang yang ada di kabupaten-kota telah menjadikan
kantor wilayah Surabaya yang mewakili provinsi ini menjadi lembaga pengawas
dan pemantau hingga penerima laporan serta melaksanakan peran koordinasi
kepada seluruh pos nya yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Timur.

Praktik magang ini memberikan penulis akses terhadap berbagai informasi
dalam mengamati beberapa sub-bidang KEMENKUMHAM bekerja. Kemudian
kanwil KEMENKUMHAM Jawa timur telah menjadi tempat pengaduan hingga
audiensi oleh masyarakat terkait layanan hukum & Ham hingga persoalan terkait
keimigrasian. Selain itu, Beberapa petinggi dan pejabat KEMENKUMHAN juga
berkantor di Jalan Kayoon tempat penulis menempuh program magang penulis.

Beberapa layanan yang juga tersedia di kantor wilayah terkait keimigrasian
adalah diantara lain:

Layanan Untuk Warga Negara Asing

a) Naturalisasi kewarganegaraan bagi warga negara Asing
b) Pengeluaran Visa Tinggal Terbatas

c) Visa Kunjungan

d) Pengawasan Orang Asing

e) Penindakan Orang asing

f) Penegakan hukum keimigrasian

Layanan Untuk Warga Negara Indonesia
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a) Paspor

b) Kartu Perjalanan Pebisnis (KPP) APEC
c) Surat Perjalanan Laksana Paspor

d) Pas Lintas Batas

Selebihnya kantor Wilayah Kementerian hukum dan HAM menjalankan
observasi, kunjungan serta pengawasan hingga rekapitulasi terhadap berbagai
kantor perwakilan nya yang tersebar beberapa titik di wilayah jawa timur.
Beberapa kegiatan yang penulis lakukan dapat ditunjukkan di dalam draft
berikut ini.

Kegiatan pada draft berikut ini.

Minggu Pertama 1. Pengenalan lingkungan kantor dan
Divisi Keimigrasian

2. Menjadi penerjemah warga negara
Asing untuk pengurusan izin tinggal

3. Keikutsertaan pada rapat dalam
pembahasan terkait aturan
tunjangan kerja pada Kabupaten
Magetan

4. Melakukan konsultasi dengan
bidang Intelegensi eselon IV terkait
topik penyusunan laporan akhir

5. Melakukan Dokumentasi kegiatan.

Minggu Ke-dua 1. Mengantar berkas staf divisi
keimigrasian ke divisi
kepegawaian,

2. Menjadi penerjemah warga negara
asing pengurusan naturalisasi

3. Mengantarkan rekap surat
pengeluaran operasional di divisi
imigrasi ke badan kepegawaian

4. Membantu persiapan pelaksanaan
tugas kunjungan dan sosialisasi
divisi imigrasi ke sekolah-sekolah di

Jawa Timur
Minggu Ketiga 1. Membantu helps desk dalam
membantu layanan pengunjung
2. Mengantar berkas divisi
keimigrasian ke bagian

kepegawaian

3. Rekap Inventaris barang kantor
divisi Imigrasi

4. Menjadi Notulen si rapat kinerja
diskusi teknis dalam rangka
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peningkatan layanan
pengangkatan  penerjemah ter
sumpah di  Kantor wilayah
Kementerian Hukum dan HAM
jawa timur.

5. Merekap berkas divisi keimigrasian
di bagian sekretariat.

IV. Minggu ke-empat 1. Penyusunan draf laporan awal

2. Melakukan Wawancara dengan
Kepala Sub Bidang Intelijen
Keimigrasian Sunaryo, S.H. untuk
penyusunan data laporan akhir

3. Melakukan diskusi dengan staf
imigrasi bagian intelijen terkait
Revisi UU no 6 pasal 3 ayat4 tahun
2011 tentang keimigrasian

4. Membantu pengurusan termohon
sumpah notaris di Wilayah Kantor
KEMENKUMHAM Jawa Timur

Minggu Ke-Lima 1. Menyusun Laporan Akhir Magang

2. Evaluasi masukan terkait laporan
akhir oleh staf divisi keimigrasian
bidang intelijen

3. Perpisahan  akhir = mahasiswa
magang

4. Pengurusan syarat administrasi
kelulusan program magang

Kantor wilayah Kementerian hukum dan HAM Jawa timur juga merupakan
kantor bagi kepala wilayah serta kepala staf seluruh jajaran yang membawahi
seluruh kinerja KEMENKUMHAM di seluruh jawa timur. Program magang di
kanwil memberikan kesempatan bagi penulis untuk mendapatkan data dan
laporan terkait kinerja KENEKUMHAM. Beberapa pengurusan surat dan izin
bisnis dan perusahaan juga dibina melalui kantor wilayah KEMENKUMHAM.
Kanwil juga bertindak merumuskan perwujudan beberapa perencanaan terkait
penyelarasan kinerja kementerian hukum dan HAM dengan Undang-Undang
Republik Indonesia dengan melalui pengadaan penataran, rapat hingga webinar
serta koordinasi bagi institusi yang bergerak di bawahnya secara birokrasi.

4.2. Polemik Seputar orang Asing dan kebutuhan akan keamanan

Orang Asing atau sering disebut sebagai warga negara asing tidak luput dari
fenomena sosial di era abad modern. Kemudahan teknologi dan perkembangan
industri transportasi yang memadai semakin sejalan dengan tingkah aktivitas
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mobilisasi masyarakat dari berbagai dunia. Bila kita kemudian berupaya
melacak asal muasal daripada makna penyebutan kata international Society
(Konsep masyarakat Internasional), kita dapat menemukan ucapan para kaum
reformist yang berangkat dari kalangan liberal. Orang-orang amerika yang
reformist dan liberal sebagai bagian dari pada English school kemudian
menggunakan penyebutan masyarakat internasional dalam mendeskripsikan
kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh orang-orang di lintas batas negara di
Eropa, contoh nyatanya di lapangan adalah adanya hubungan perdagangan
hingga diplomasi yang bersifat reciprocal (Saling Menguntungkan) (Ringmar,
E. ,2014).

Namun terkadang adanya pola imigrasi yang berlebihan telah membuat sebuah
fenomena kerjasama yang reciprocal menjadi suatu ancaman. Ancaman itu bisa
ditandai dengan adanya persaingan antara pendatang dan penduduk lokal atas
sumber daya yang terbatas, ekonomi, hingga kesempatan pekerjaan. Kemudian
ancaman selanjutnya adalah masalah nilai dan kebudayaan yang berbeda antara
orang asing dan penduduk lokal menjadi perhatian selanjutnya (Gamez-Djokic,
M., & Waytz, A, 2020). Ancaman tersebut tentu bermuara pada model micro
atau hidden effect yang sering ditemukan melalui pengamatan yang tepat di
level masyarakat (society).

Muncul dari ancaman yang bersifat ice break phenomena, kita bisa berangkat
lebih jauh menuju ancaman yang lebih nyata. Ancaman keamanan yang telah
melibatkan tindak kriminalitas yang dilakukan oleh orang asing, Pada
umumnya tingkat kejahatan meningkat seiring dengan meroket nya jumlah
pendatang atau imigran lintas batas. Hal tersebut berdasarkan pada studi
bagaimana di Amerika Serikat negara bagian selatan mengalami peningkatan
tindakan kriminalitas oleh orang asing misalnya, tindak pidana pembunuhan
hingga penyelundupan narkoba (Martinez, R., & Stowell, J. 1., 2012).
Kemudian studi kasus juga bisa temukan di dalam negeri provinsi Bali, Kab.
Tabanan, kec. Marga, di mana pihak otoritas Imigrasi menangkap 103 Warga
Negara Asing (WNA) yang terlibat dalam kejahatan siber yang menargetkan
korban lintas batas negara (Putra C. 2024).

Menurut Helbling, M., & Meierrieks, D. (2020), kejahatan lintas batas hingga
permasalahan jaringan global yang beroperasi di berbagai belahan dunia telah
membawa pemerintahan di berbagai belahan dunia untuk membuat aturan
keimigrasian yang begitu ketat tentu tanpa melupakan kondisi dan kriteria yang
eligible Pada 24 maret 2023, seorang warga asing asal Uzbekistan menusuk
seorang petugas keamanan Imigrasi di kamp detensi saat berusaha kabur dari
kamp yang berlokasi di Jakarta Utara tersebut. diketahui korban dari kejadian
tersebut adalah 1 orang petugas Imigrasi tewas, 2 orang petugas lainnya terluka
kemudian 1 orang anggota Densus 88 juga terluka tikam. Kelak diketahui
belakangan bahwa pelaku yang merupakan warga negara Uzbekistan tersebut
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adalah bagian dari jaringan terorisme Internasional. Dia dan 3 lainnya asal
Suriah salah satu diantara mereka yang terlibat dalam organisasi Katiba Tawhid
Wal Jihad (KTJ). Organisasi ini masih serumpun dengan operasi Al Qaeda dan
kerap kali terlibat tindak terorisme berupa pengeboman di beberapa negara di
belahan dunia (Martiar. D, 2023). Ini menunjukan juga bahwa Indonesia secara
tidak langsung telah membawa pada klaim bahwa menjadi salah atu negara
tempat beroperasi nya jaringan terorisme internasional.

Dari pembahasan terkait tindak pidana yang dilakukan oleh orang asing (WNA)
telah menjadikan pemerintah harus segera mengambil langkah preventif atau
pencegahan. Pendekatan securitization theory telah membawa pada
pandangan umum tentang langkah preventif seperti apa yang harus diambil
menanggapi fenomena-fenomena terkait isu keamanan. Langkah seperti The
Centrality of Audience diterapkan dengan prosedur yang tepat. Penggunaan
angkat dan analisis data beberapa tahun terakhir memperlihatkan beberapa
masalah serius terkait masalah warga negara asing di tengah masyarakat.
Misalnya menurut Badan Pusat Statistik (BPS) per 2022-2023 di Bali telah
memperlihatkan terdapat 110 kasus tindak kriminalitas yang dilakukan
warganegara asing (Putra C, 2023). Di wilayah Jawa Timur sendiri pernah
terjadi kerusuhan yang mengambil tempat di rumah detensi rusun Graha Puspa
Agro di Sidoarjo. Kerusuhan sendiri melibatkan bentrokan antar sesama warga
asing di dalam rumah detensi. Kerusuhan akibat pemadaman listrik sementara
oleh PLN itu telah mengakibatkan sejumlah kerusakan terjadi di fasilitas milik
pemerintah (Jemundo. R, 2023). Kemudian menghadapi warga negara asing
tidaklah mudah. Banyak warga negara asing yang mungkin memiliki jejak
kriminalitas yang tinggi sehingga dapat membahayakan petugas bila melakukan
tindak perlawanan terhadap petugas. Maka, berlakulah standar yang ke dua
yaitu The co-dependency of agency and context. Perlunya kerjasama dan
peranan antar lembaga sebagai upaya menghadapi berbagai permasalahan
kemananan yang melibatkan warga negara asing. Misalnya kerjasama antara
lembaga keimigrasian dan departemen penyelenggara keamanan seperti
kepolisian. Sejalan dalam hal ini pula, maka pihak Keimigrasian memerlukan
landasan hukum terkait tugas-tugasnya. Maka dari pada itu, pemerintah
melakukan revisi terhadap Undang-Undang terkait keimigrasian nomor 6 tahun
2011 guna memperkuat personel keimigrasian (BPK, 2024). Kemudian konsep
terakhir yaitu The dispositive and the structuring force of practices dimana
penguatan personel dan institusi juga diperlukan guna meningkatkan efektivitas
hingga kapabilitas dalam menjawab berbagai isu dan tantangan akan keamanan.
Misalnya pengadaan senjata api bagi personel, hingga penambahan dana
penunjang kinerja institusi.
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4.3. Revisi UU dalam rangka upaya penguatan personel

Revisi Undang-Undang (UU) No 6 tahun 2011 lalu merupakan bentuk nyata
dari pada langkah preventif effective . selain daripada untuk penjagaan terhadap
aparat penegakan hukum, penggunaan senjata api juga memberikan efektivitas
terhadap pengaruh moral bagi penjahat di lapangan. Wakil menteri imigrasi
dan pemasyarakatan, Silmy Karim di dalam sidang paripurna Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan bahwa penggunaan senjata api bagi
petugas imigrasi telah banyak di gunakan di berbagai negara, seperti Singapura,
negara-negara eropa, Australia, Amerika Serikat hingga petugas layanan Haji
dan Umrah di Saudi Arabia (Tristiawati P, 2024). Meskipun demikian, tidak
semua dari personel akan diberikan senjata api. Hanya personel yang bertugas
di lapangan dan ditempatkan di lokasi-lokasi pos strategis seperti rumah detensi
dan Tempat pemeriksaan Imigrasi (TPI). Kemudian, mereka yang bertugas
sebagai penegak hukum saja yang diberikan senjata api.

Kepala urusan Imigrasi Kantor wilayah Kementerian Hukum dan Ham Jawa
timur, dipimpin oleh Bapak Herdaus di dalam rapatnya nya yang di gelar di
Sidoarjo terkait penguatan tugas dan fungsi Intelijen Keimigrasian Se- Jawa
Timur. Di dalam rapat tersebut Kepala Kantor KEMENKUMHAM Kanwil
Jawa timur sempat menyinggung masalah Undang-Undang terkait Imigrasi
yang baru. “Selain Itu, Sesuai UU Keimigrasian yang baru, Satuan kerja
Imigrasi juga akan dibekali senjata api untuk memperkuat pengamanan nya”
Ungkap Heni (KEMENKUMHAM JATIM, 2024).

Menurut Britto S & Noga-Styron. (2015) yang meneliti tentang penggunaan
senjata api bagi petugas, mereka menjelaskan bahwa senjata bagi petugas
hanya bersifat legal support untuk upaya deterrence atau pencegahan upaya
tindak kejahatan secara individual, sementara hukuman yang kapital (Capital
Punishment) berada di tangan negara. Penulis berupaya menggambarkan
bagaimana efektifitas senjata api dalam hal upaya Crime Deterrence. Namun,
perlu diikuti dengan prosedur yang tepat karena, penjatuhan hukuman yang
sebenarnya dilakukan melalui proses pengadilan berupa vonis yang ditetapkan
berdasar kepada Undang-Undang negara (Capital Punishment). Kajian tentang
revisi Undang-Undang ini juga menitik beratkan pada pertahanan dan
ketahanan personel dalam menghadapi warga negara asing yang mungkin
memiliki latar-belakang tindak kriminal. Pada umumnya skema kriminalitas
telah terorganisir dan mengglobal, yang artinya kejahatan transnasional adalah
fenomena umum yang terjadi secara antar lintas batas negara dan terus
mengalami penyesuian dari waktu ke waktu yang diantaranya penjualan senjata
api, penyelundupan, penjualan organ tubuh, pencucian uang dan lain
sebagainya (Lavers, J., & Chu, Y.-K. ,1997). seringkali di dalam operasinya,
berbagai sindikat kriminal yang beroperasi lintas batas negara memiliki
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kekuatan yang cukup untuk melindungi aktivitasnya di seluruh dunia.
Penggunaan jasa Mercenaries atau tentara bayaran juga sering terjadi. Mereka
melibatkan beberapa bekas anggota militer di dalam operasinya.

Perlu dipahami bahwa Mercenaries atau tentara bayaran ini menurut
kesepakatan PBB dianggap layanan jasa Ilegal. Setelah mereka disusupi ke
Kongo & Angola 1960-1970 dan terlibat dalam perang sipil. Dewan PBB
mengakui bahwa jasa tentara bayaran adalah tindakan kriminalitas lintas batas
negara (Ulrich Petersohn ,2021). Meskipun demikian, tidak seutuhnya layanan
ini dilegalkan namun, layanan swasta yang bergerak untuk menjaga
kepentingan perusahaan multinasional secara legal di luar negeri (tidak untuk
berkonflik). Terlepas dari itu semua, kita harus menyadari bahwa kebutuhan
keamanan akan perbatasan negara hingga personel garda terdepan patut
diberikan perhatian penuh oleh departemen penyelenggara keamanan dalam
negeri. Menurut penelitian Marie O & Pinotti P. (2024), Mereka menemukan
bahwa tingkat kasus imigran ilegal yang meningkat dapat menyebabkan
ledakan populasi dan seiring dengan naiknya potensi dan angka kriminalitas.
Tidak jarang imigran legal itu lebih dominan di rentan usia muda dan berjenis
kelamin pria. Dalam beberapa penelitian disebutkan bahwa pria lebih
berpotensi melakukan tindak pidana kriminal ketimbang wanita.

Kemudian ancaman selanjut nya yang tidak kalah membahayakan adalah
ancaman terorisme global atau jaringan terorisme Global. Beberapa variable
yang bisa diasosiasikan sebagai bagian dari aktivitas jaringan terorisme global,
diantaranya adalah pelemahan atau keretakan politik domestik, keretakan
sosial, hingga ketidak stabilitas ekonomi. Failed State atau negara yang
memiliki kerentanan khusus terhadap bidang pertahanan dan juga berhubungan
langsung dengan faktor-faktor di atas rentan diruntuhkan oleh Under Bow
Jaringan Terorisme global (Plummer, C. , 2012). anggota Jaringan terorisme
global biasanya lebih terlatih. Misalnya, di Indonesia, Farid Okbah yang
merupakan seorang anggota Jamaah Islamiyah (JI) sebuah kelompok jaringan
terorisme global ditangkap kepolisian pada Oktober 2021 lalu. Farid Okbah
dianggap juga telah mendapatkan pelatihan-pelatihan militer di kamp-kamp
Afghanistan sebelum kembali ke Indonesia (Tim CNN. (2021). Begitu mudah
bagi seorang Farid Okbah untuk masuk dan keluar melewati jalur akses yang
dijaga petugas keamanan Imigrasi baik di dalam maupun di luar negeri. Artinya
bahwa sindikat kejahatan lintas-global mampu bertahan melalui kemampuan
beradaptasi terhadap sistem keamanan di dunia. Kembali lagi pada penelitian
ini menitikberatkan bahwa penangkapan terhadap pelaku terorisme yang
terlatih itu bukanlah hal yang mudah, terutama bagi penegak hukum personel
imigrasi. Personel imigrasi tidak dilatih untuk bertempur layaknya seorang
militer di tangsi-tangsi tentara atau mengoperasionalkan senjata. Bahkan tidak
sedikit beberapa pelaku terorisme itu telah memiliki pengalaman tempur di luar
negeri yang bahkan tidak semua tentara mendapatkan pengalaman demikian.
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Di dalam membahas revisi UU no 6 tahun 2011 ini kemudian menunjukan akan
kebutuhan pelatihan serta penguatan personel Badan Keimigrasian
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sudah seharusnya negara
kemudian mengkaji serta mengikuti kebutuhan akan kemananan sebagai pangsa
prioritas. Perlu ada adaptasi di dalam menangkal ancaman keamanan lintas
batas. Pendekatan Theory securitization yang justru memetakan penguatan
kerjasama antar lembaga, upaya Deterrence atau pencegahan yang dimulai
dengan penguatan pengamanan dan tindak langsung, hingga penguatan
Personel dan kekuatan satuan tugas, dianggap sejalan dengan kajian dorongan
rancangan revisi UU no 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. Nanti para personel
hukum atau bergerak pada penegakan hukum dan keamanan di bidang Imigrasi
KEMENKUMHAM akan dilengkapi senjata api dalam menjalankan tugasnya.
Penggunaan senjata api ini pun nanti dibekali dengan pelatihan penggunaan
hingga prosedur operasional.

4.4. Dinamika rangkaian prosedural

Di dalam penerapan nya, penggunaan senjata api bagi petugas merupakan
bukanlah hal yang mudah. Bila ditinjau dari beberapa penelitian tentang
karakteristik psikologis yang dimiliki oleh pemilik senjata, kita dapat
menemukan beberapa perbedaan di sana. Misalnya di dalam penelitian Diener,
E., & Kerber, K. W. (1979), di sana dinyatakan bahwa beberapa hasil dari
penelitian psikologi para pemilik senjata di California, Amerika Serikat
memiliki pola psikologis yang serupa yaitu didominasi oleh rasa maskulinitas,
dominansi terhadap orang lain, keamanan & kenyamanan. Orang yang memiliki
pengalaman kriminal atau anti sosial akan lebih berbahaya bagi masyarakat bila
memiliki akses terhadap senjata api. Selalu ada kemungkinan akan terjadi
perampasan senjata api milik petugas oleh penjahat yang sudah mengalami
penyelewengan psikologis dan etis.

Artinya adalah perlu adanya Undang-Undang atau aturan kementerian dalam
mengatur penggunaan serta prosedur operasional senjata api oleh petugas. Baik
dari segi keadaan psikologi yang mencukupi daripada pengguna senjata api
maupun operasional seperti keadaan-keadaan yang memungkinkan penggunaan
senjata diperlukan. Perlu adanya kontrol persenjataan atau kepemilikan
persenjataan secara hukum yang mengatur dengan baik setiap prosedural yang
berhubungan dengan senjata api. Hal tersebut bisa dilaksanakan dengan
menimbang antara kurva benefit atau keuntungan dengan potensi ancaman bagi
pemilik dan orang lain (Kleinig, J., & Lafollette, H. , 2001). Beberapa personel
mungkin bisa dikatakan tidak layak memiliki akses terhadap senjata api karena
faktor psikologi yang tidak memadai dalam penggunaannya. Sikap kehati-hatian
dalam perumusan anggaran hingga peraturan terkait penggunaan senjata api
inilah yang akan membawa pada efektivitas operasional nantinya. Baik secara
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penggunaan maupun keamanan yang akan dihasilkan nantinya di saat di tangan
yang tepat.

Pembinaan serta pelatihan hingga pengawasan yang ketat harus menjadi bagian
terdepan dalam masalah persenjataan ini. Misalnya, di dalam konferensi pers
nya, Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Silmy Karim menyatakan bahwa akan menindak tegas berbagai pelanggaran
yang akan terjadi ke depannya. Perlu diketahui bahwa Undang-Undang nomor 6
tahun 2011 tentang keimigrasian merupakan payung hukum yang disahkan DPR,
sementara terkait pelaksanaan dan prosedural masih dalam tahap perancangan
dalam peraturan-peraturan kementerian (Mulya, 2024). Sebelumnya
penggunaan senjata api ini tentu dianggap menanggung resiko yang cukup tinggi
di tangan pemiliknya. Hingga perlu bersifat selektif dan pengadaan prosedur
yang tepat di dalam pelaksanaannya.

Seperti yang telah penulis sebutkan sebelumnya bahwa beberapa faktor seperti
psikologi tentu sangat diperhitungkan di dalam hal ini. Ketidakmampuan dalam
mengontrol emosional dan faktor-faktor psikis lainnya dapat mengundang
kecerobohan dalam penggunaan senjata yang dapat berakibat fatal berupa
pembunuhan. Beberapa orang juga rentan menghadapi semacam gangguan Post-
Traumatic Stress disorder (PTSD) di saat terlibat konflik senjata api. Hal ini
menunjukan bahwa perlu upaya baru pasca tugas. Artinya adalah mereka yang
bertugas dan sempat terlibat kontak senjata nantinya akan mendapat layanan
kesehatan mental bila terbukti mengalami gejala PTSD. Maka, dapat
disimpulkan bahwa penggunaan senjata bagi petugas penegak keamanan
Kementerian Hukum dan Pertahanan (KEMENKUMHAM) harus menyiratkan
prosedur yang ketat dan sistematis, baik dari segi prosedur penggunaan, syarat
pengguna hingga prosedur layanan pendampingan bagi petugas yang mengalami
masalah kesehatan mental.

Kemudian yang kian menjadi perhatian bersama adalah bahwasannya pada
umumnya, personel imigrasi Kementerian hukum dan Hak Asasi manusia tidak
pernah mengenal praktik penggunaan senjata pada umumnya. Sekolah-sekolah
di Imigrasi di Indonesia tidak pernah mengajarkan dan memperkenalkan pada
siswa taruna dan taruni nya tentang senjata laras pendek atau pistol dan
sejenisnya. Mengingat pada era sebelumnya, para petugas Imigrasi yang
bertindak di bidang penegakan hukum pada umumnya tidak pernah dibekali
senjata api di dalam menjalankan tugas-tugasnya di lapangan dan sekolah-
sekolah keimigrasian tidak pernah mengajarkan cara penggunaan senjata api
dalam beroperasi.
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V. PENUTUP

Kesimpulan

Program magang di bidang Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Pada
program magang saat ini, penulis mendapatkan cukup informasi terkait kinerja
daripada badang keimigrasian. Bidang keimigrasian yang bergerak dalam
layanan urusan lintas batas negara telah membawa pada suatu analisis singkat
penulis terkait pembenahan hingga penguatan daripada lembaga keimigrasian.
Di dalam lembaga keimigrasian sendiri yang diantaranya memiliki tugas yang
mencakupi bidang intelijen keamanan dan bidang perizinan serta layanan
keimigrasian. Di dalam laporan singkat ini penulis dapat menunjukan sedikit
minat dan perhatian terkait usaha pemerintah republik Indonesia di dalam
upayanya menyelenggarakan penguatan bagian keamanan yang mana disinyalir
oleh beberapa rentetan fakta yang ditemukan di lapangan dalam upaya
penegakan hukum.

Menurut beberapa sumber yang telah disusun dengan baik sebelumnya, dapat
dipastikan bahwa keperluan akan keamanan dan sekaligus penguatan personel
kelembagaan merupakan kebutuhan yang bersifat mutlak. Kebutuhan akan
keamanan ini kemudian diwujudkan dalam bentuk revisi Undang-Undang
tentang Keimigrasian sebagai payung hukum dan landasan instrumen dibawah
nya seperti peraturan kementerian. Kajian tentang penggunaan senjata api
merupakan suatu kebutuhan mendesak akan kepentingan penegakan hukum atau
penguatan aparat penegak hukum. Dalam berbagai rumusan nya tentu juga
menitik beratkan kepada kepentingan keamanan dan psikologi seperti yang telah
disebutkan di atas. Di dalam ranah penegakan hukum tentu bukan hal yang
begitu mudah terutama bila dihadapkan kepada orang asing.

Penegakan hukum merupakan elemen terpenting bagi penguatan keamanan serta
kedaulatan Undang-Undang republik Indonesia. Kesadaran daripada akan
kepentingan penegakan hukum ini telah membawa pemerintah republik
Indonesia untuk merevisi kekuatan aparat personel nya yang dimulai dari adanya
revisi aturan perundang-undangan operasional penegakan hukum. Sebuah
langkah yang cukup sistematis sebagai bentuk instrument Securization atau
penguatan keamanan yang cukup seiras dengan mazhab Copenhagen yang
sering digaungkan di dalam ranah nya yaitu terkait keamanan pasca perang dunia
II. Mazhab Copenhagen ini mencetuskan beberapa pendekatan yang sistematis
dan kompeherensif serta koheren dalam peran nya sebagai model penyelenggara
keamanan. Di dalam penguatan ini mencakup instrumen hukum, penguatan
personel hingga pendanaan sebagai upaya penguatan lembaga yang
berkewajiban penyelenggara keamanan.
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Saran

Di dalam upaya merumuskan sebuah kebijakan hukum, tentu diperlukan kajian
strategis dan terukur. Perencanaan yang matang ini memerlukan evaluasi yang
cukup baik mengandalkan observasi empiris dan Ontologis di dalam
pelaksanaannya. Langkah yang terstruktur nantinya akan memberikan manfaat
bagi penguatan lembaga dalam menjalankan instrumen Undang-Undang di
lapangan. Meskipun demikian, peraturan perundang-undangan masih di dalam
tahap perancangan yang merumuskan prosedur dari pada penggunaan senjata
api. Sehingga penulis hanya meneliti dan menelaah Undang-Undang utama yang
menjadi Legal standing bagi perumusan aturan-aturan kementerian di bawahnya.
Baik itu secara pendekatan yang bersifat prosedural, penggunaan konsep kajian
keamanan maupun di tingkat dinamika penegakan. Penulis berharap nantinya di
dalam pelaksanaannya, tentu akan memberikan pengaruh yang positif dan efektif
bagi jalannya operasi pengamanan dari imigrasi Republik Indonesia.
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Figure 4. Upacara di Kantor Kementerian Hukum dan HAM Kantor wilayah jawa Timur

Figure 5. Ikut dalam Pelaksanakan rapat di bidang Hukum dan HAM
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Figure 6. Menjadi tim administrasi dalam pelaksanaan rapat

Figure 7. Melaksanakan Rekap Data Inventaris Kantor
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Figure 8. Melakukan Rekapitulasi Inventaris Kantor
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